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ABSTRAK

Akad murabahah merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan syariah, khususnya dalam produk konsumtif yang berkembang pesat di tengah masyarakat urban maupun semi-urban. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan akad murabahah terhadap Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dengan studi kasus pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen perjanjian pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsipil bank telah menerapkan struktur akad murabahah sesuai dengan kaidah syariah, khususnya dalam aspek penetapan harga dan margin keuntungan. Namun demikian, ditemukan pula beberapa celah implementatif yang perlu ditinjau ulang, seperti kejelasan kepemilikan barang sebelum dijual dan praktik penyerahan barang secara simbolik yang berpotensi menimbulkan syubhat. Penelitian ini tidak hanya memberi catatan evaluatif, tetapi juga mengusulkan perbaikan aplikatif sebagai ikhtiar menuju sistem keuangan syariah yang lebih transparan, adil, dan maslahat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan praktik murabahah yang tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga berakar pada nilai etik Islam yang substantif.


Kata kunci: Murabahah, Kepatuhan Syariah, Pembiayaan Konsumtif, Bank Muamalat.
ABSTRACT 
Murabahah contracts are one of the main pillars of Sharia financing, especially in consumer products that are rapidly developing among urban and semi-urban communities.This study aims to evaluate the level of compliance of the murabahah contract with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, with a case study at Bank Muamalat Jember Branch. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, direct observations, and analysis of financing agreement documents. The research results indicate that, in principle, the bank has implemented the murabahah contract structure in accordance with Sharia principles, particularly in the aspects of price determination and profit margin. However, several implementation gaps were also found that need to be re-evaluated, such as the clarity of ownership of goods before sale and the practice of symbolic delivery of goods that has the potential to create ambiguity. This research not only provides evaluative notes but also proposes applicative improvements as an effort towards a more transparent, fair, and beneficial sharia financial system. Thus, this research contributes to strengthening murabahah practices that are not only normatively compliant but also rooted in substantive Islamic ethical values.
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PENDAHULUAN
Pertumbuhan pesat industri perbankan syariah Indonesia tercermin dalam peningkatan volume pembiayaan konsumtif berbasis akad murabahah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan syariah nasional mencapai Rp 24,9 triliun pada bulan Desember 2023, meningkat 33,87 % dibandingkan periode sebelumnya (Prima Hendra Untari, 2024). Sementara itu, laporan Katadata mencatat total pembiayaan syariah tembus Rp 507 triliun pada bulan April 2023, menandai pertumbuhan yang konsisten sejak Januari 2022 (Katadata Insight Center. 2023). salah satu dari bank-bank syariah, yaitu PT Bank Syariah Indonesia mencatat penyaluran pembiayaan konsumtif sebesar Rp 130,55 triliun sepanjang tahun 2023 (Bank Syariah Indonesia, 2024). Di tingkat regional, OJK telah mencatat bahwa pembiayaan melalui akad murabahah di Provinsi Jawa Timur tumbuh sebesar 9,18 % (yoy) pada bulan Maret 2023, menegaskan akan peran penting wilayah ini dalam komposisi pembiayaan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). akan tetapi, di level lokal terutama pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember belum terdapat kajian empiris yang mendalam mengenai kepatuhan teknis pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif, sehingga memunculkan kebutuhan penelitian khusus di lokasi ini.
Penelitian terdahulu umumnya menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah telah dilakukan sesuai koridor fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Anugrah (2020) menemukan bahwa konsep pembiayaan murabahah di sejumlah bank syariah telah terstruktur dengan baik, dengan penekanan pada kejelasan harga pokok dan margin keuntungan yang transparan (Yudi Dwi., Y.A, 2020). Kemudian, Awaliyah (2022) mengonfirmasi ketaatan bank syariah di Jawa Timur terhadap Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam produk murabahah, meskipun masih terdapat tantangan dokumentasi akad (Siti Awaliyah, 2022). Kajian implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri oleh Nurjadidah, Jalaludin, dan Damiri (2020) juga membahas praktik yang relatif konsisten dengan prinsip syariah, terutama pada aspek pemindahan kepemilikan barang dan pengungkapan margin (Nurjadidah, et al. 2020).	
Namun demikian, ditemukan beberapa penelitian yang mengkritisi aspek kepatuhan dan risiko dalam akad murabahah. Hasil studi risiko akad murabahah di perbankan syariah menunjukkan bermacam risiko, antara lain risiko kepatuhan, operasional, dan hukum yang perlu diantisipasi secara holistik (Muchtar, 2021). Studi oleh Aziz Alfarisi, menyampaikan kendala pemahaman nasabah dan perbedaan interpretasi antara nasabah dengan petugas bank menjadi faktor yang berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan teknis akad murabahah ( Aziz Alfarisi Hasibuan, 2024). Kemudian, kajian kritis terhadap produk murabahah di lembaga keuangan syariah menemukan keterbatasan dalam implementasi regulasi dan kurangnya mekanisme monitoring yang terstandar (Yahya, Dhofirul, 2024).
Studi ini menawarkan kebaruan metodologis dan teoritik dengan menggabungkan kerangka Maqāshid al-Shariah dalam mengevaluasi kepatuhan akad murabahah, yang sebelumnya lebih banyak difokuskan pada analisis kinerja etis bank secara umum (Okumuş, H. Şaduman. 2024). Selain itu, objek studi difokuskan pada Bank Muamalat Cabang Jember, sebuah entitas yang belum pernah menjadi subjek penelitian kepatuhan akad murabahah secara mendalam dengan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif yang didukung integrasi regulasi DSN-MUI dan POJK terkini (Ishak. 2021).
Urgensi penelitian ini muncul karena kesenjangan data empiris mengenai kepatuhan teknis akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif di tingkat cabang, yang berdampak pada validitas tata kelola syariah dan perlindungan nasabah. Selain itu, peningkatan kerangka regulasi OJK melalui Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah menuntut evaluasi penerapan di lapangan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: Mendeskripsikan pelaksanaan akad murabahah dan tingkat kepatuhannya terhadap prinsip syariah di Bank Muamalat Cabang Jember, dan Merumuskan rekomendasi peningkatan tata kelola akad murabahah agar selaras dengan prinsip maqāshid al-Shariah dan regulasi DSN-MUI serta POJK.

METODE PENELITIAN
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus lapangan (field research) yang difokuskan pada implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembiayaan (seperti account officer, bagian legal, dan nasabah), dokumentasi terhadap berkas-berkas akad murabahah, serta observasi langsung terhadap proses akad dan pelaksanaan pembiayaan. Analisis data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Peneliti juga melakukan triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan validitas data. Penelitian ini mengadopsi standar kepatuhan berdasarkan parameter Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 serta literatur-literatur relevan lainnya sebagai instrumen evaluatif dalam analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara Umum, Bank Muamalat Cabang Jember menunjukkan tingkat kepatuhan syariah yang kuat dalam struktur akad murabahah, terutama pada aspek kejelasan harga pokok, margin keuntungan, dan dokumentasi formal sesuai Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Al Haq, M. A., & Abd Wahab, N. 2019). Namun, analisis lapangan menunjukkan adanya celah implementatif, berupa penyerahan barang secara simbolik yang berpotensi menghadirkan ketidakjelasan (gharar) dan kepemilikan belum sempurna sebelum transaksi jual beli, serta tantangan pemahaman nasabah terhadap detail objek akad (Mualifah, L., & Hermawan, R. 2022). Pendekatan humanis dalam menangani keterlambatan angsuran melalui musyawarah dan restrukturisasi, bukan penalti riba selaras dengan prinsip maqashid al-syariah tentang hifz al-māl (pemeliharaan harta) dan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) (Mergaliyev, A., et al. 2021)

A. Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Multiguna Karyawan
Produk pembiayaan multiguna karyawan di Bank Muamalat Cabang Jember merupakan salah satu implementasi akad murabahah yang ditujukan kepada nasabah dengan skema pemotongan gaji otomatis (payroll). Sasaran utama produk ini adalah karyawan internal bank serta institusi mitra seperti Universitas Muhammadiyah Jember (UNMUH), tanpa memerlukan jaminan fisik. Dalam wawancara dengan Relationship Manager Consumer, Ibu Fadliyah, pada tanggal 4 Maret 2025, dijelaskan bahwa: “Nasabah cukup menyerahkan bukti harga barang dari toko, kemudian bank melakukan akad pembelian dengan pihak toko, lalu menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.” (Wawancara: Fadliyah, Relationship Manager Consumer, 04 Maret 2025).
Dari segi syariah, proses ini telah memenuhi ketentuan murabahah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu kejelasan harga, objek, dan kesepakatan margin. Namun, perlu dipastikan bahwa bank benar-benar memiliki barang sebelum menjual kembali kepada nasabah, agar tidak terjadi akad “bai’ ma la yamlik” (menjual barang yang belum dimiliki) (Andespa, R., et al. 2024), yang dilarang sebagaimana hadis Nabi: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." (HR. Abu Dawud, No. 3503).
Hal ini selaras dengan pandangan Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, yang .menegaskan bahwa keabsahan jual beli menuntut kepemilikan nyata dari pihak penjual terhadap objek transaksi (Agustine, H. K., & Hariyani, A. 2021). Dalam Pandangan maqashid syariah, praktik ini menyalahi konsep hifz al-mal (pemeliharaan harta), karena nasabah belum benar-benar memiliki hak milik (tamkin) sebelum akad, yang berisiko pada kerugian dan ketidakpastian (gharar) pada transaksinya (Al Haq, M. A., & Abd Wahab, N. 2019).

B. Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
KPR merupakan bentuk murabahah dengan skema pembiayaan pembelian rumah yang disertai jaminan berupa SHM atau SHGB (Ahmad, F., et al. 2022). KPR murabahah di Bank Muamalat Jember memerlukan jaminan berupa SHM/SHGB dengan DP 10–20%, margin ditetapkan sejak awal, dan tenor fleksibel (tanpa batas untuk SHM, hingga 15 tahun untuk SHGB). Dalam wawancara lanjutan dengan Ibu Fadliyah (5 Maret 2025), disebutkan bahwa:
“Untuk KPR, nasabah wajib memberikan jaminan yang nilainya melebihi pembiayaan, agar ketika terjadi wanprestasi, bank tidak mengalami kerugian saat lelang.” (Wawancara: Fadliyah, Relationship Manager Consumer, 05 Maret 2025).
Hal ini dikonfirmasi oleh Branch Manager, Bapak Adi (6 Februari 2025), bahwa prosedur jaminan dilakukan dengan proporsional agar menghindari potensi risiko kerugian melalui lelang apabila terjadi wanprestasi. Penggunaan jaminan dalam murabahah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 283, bahwa “boleh mengambil jaminan bila transaksi dilakukan secara tidak tunai.” Namun, dari segi pelaksanaan, perlu dihindari adanya gharar (ketidakjelasan) terutama terkait akad ganda (dual contract) dan potensi riba jika tidak dipastikan bahwa keuntungan murni berasal dari margin penjualan, bukan penalti keterlambatan.

C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet dan Pendekatan Humanis
Dalam praktiknya, Bank Muamalat Cabang Jember menghadapi tantangan dari nasabah yang mengalami keterlambatan atau macet dalam pembayaran angsuran. Namun, pendekatan yang diambil oleh bank menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya nilai-nilai ta'awun (tolong-menolong) dan rahmah (kasih sayang) dalam muamalah (Faizin, N., & Djayusman, R. R. 2023).
Sebagaimana dijelaskan oleh Branch Sales Support, Ibu Merlyana Rengganis, pada 7 Februari 2025:
"Kami selalu mengedepankan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, termasuk memperpanjang tenor agar beban nasabah lebih ringan."
Sementara itu, Branch Collection, Bapak Eko, pada 28 Februari 2025, menambahkan:
"Surat pemberitahuan, SP1 hingga SP3, hingga akhirnya somasi lelang adalah opsi terakhir, setelah pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil."
Pendekatan ini mencerminkan implementasi nilai-nilai ta'awun dan rahmah dalam praktik perbankan syariah. Dalam konteks ini, bank tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kondisi nasabahnya (Nouman, M., et al. 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip ta'awun yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah [5]: 2)
Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memberi kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan:
"Barang siapa memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, Allah akan menaunginya di hari kiamat." (HR. Muslim, No. 3006)
Dalam praktiknya, pendekatan yang diambil oleh Bank Muamalat Cabang Jember juga mencerminkan penerapan maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs). Dengan memberikan kelonggaran dan solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah, bank tidak hanya menjaga stabilitas keuangan nasabah, tetapi juga kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip ta'awun dalam ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya solidaritas dan tolong-menolong dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan bahwa prinsip ta'awun merupakan landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Lubis, M. R. D. 2024); Ulfanur, M., et al. (2024). 
Dengan demikian, pendekatan yang diambil oleh Bank Muamalat Cabang Jember dalam menangani nasabah yang mengalami keterlambatan atau macet dalam pembayaran angsuran tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
Bank Muamalat Cabang Jember telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah. Hal ini tercermin dalam transparansi informasi harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal, serta dokumentasi formal yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Namun, analisis lapangan mengungkap adanya tantangan dalam implementasi, seperti penyerahan barang secara simbolik yang berpotensi menghadirkan unsur gharar dan kepemilikan yang belum sempurna sebelum akad jual-beli. Selain itu, terdapat tantangan dalam pemahaman nasabah terhadap detail objek akad.​
Pendekatan humanis yang diterapkan oleh Bank Muamalat dalam menangani keterlambatan angsuran, melalui musyawarah dan restrukturisasi tanpa mengenakan penalti riba, sejalan dengan prinsip maqāshid al-syariah, khususnya dalam menjaga harta (Hifz al-māl) dan menjaga jiwa (Hifz al-nafs). Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan nasabah secara holistik.​
Meskipun demikian, evaluasi berkala terhadap kepemilikan barang dan prosedur notaris tetap dibutuhkan untuk menghindari praktik yang secara substansi menyimpang dari syariah. Dengan demikian, Bank Muamalat Cabang Jember dapat terus meningkatkan kepatuhan syariah dalam implementasi akad murabahah, serta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia. 

KESIMPULAN
Bank Muamalat Cabang Jember telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam implementasi akad murabahah, khususnya dalam produk pembiayaan seperti Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS). Hal ini tercermin dalam penerapan struktur harga yang transparan, penetapan margin keuntungan yang disepakati di awal, serta dokumentasi formal yang mendukung transparansi transaksi, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Prosedur pembiayaan yang diterapkan mencakup tahapan aplikasi, investigasi, analisis, keputusan pembiayaan, pencairan, dan pembayaran fasilitas pembiayaan, yang secara keseluruhan telah berjalan efektif dan efisien. Selain itu, pendekatan humanis dalam menangani keterlambatan angsuran, melalui musyawarah dan restrukturisasi tanpa menerapkan penalti riba, mencerminkan penerapan prinsip maqāshid al-syariah, khususnya hifz al-māl (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa), serta sejalan dengan QS. Al-Maidah [5]: 2 dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan.
Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah penyerahan barang secara simbolik yang berpotensi menghadirkan unsur gharar dan kepemilikan yang belum sempurna sebelum akad jual-beli, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, pemahaman nasabah terhadap detail objek akad juga menjadi tantangan tersendiri, yang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan evaluasi berkala terhadap prosedur akad murabahah, khususnya terkait kepemilikan barang sebelum akad jual-beli, guna memastikan bahwa tidak ada unsur gharar dalam transaksi. Peningkatan edukasi kepada nasabah mengenai detail objek akad dan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah juga sangat penting, yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, atau penyediaan materi edukatif yang mudah dipahami oleh nasabah. Selain itu, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap implementasi akad murabahah sangat diperlukan, guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang berlaku. Dengan demikian, Bank Muamalat dapat terus mengembangkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan maqāṣid al-syariah, seperti pembiayaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
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